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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
UENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN HARAPAN RAKYAT SULTENG
NOMOR : W.24 HN.04.03-T55
Pada han ini Rabu tanggal 18 bulan Apri tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

! MNama : Rakhmat Renaldy
Jabatan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat :JI. Dewi Sartika Mo, 23 Palu
Dialam hal ini bemnaah untuk dan atas nama Mentan Hukum, selanjutnya disebul
sebapa PIHAK KESATU,

. Nama : Vizerd Yovan
Jabatan . Direktur/Ketua [embaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat

Sulteng

Alamat - Jl. Urnp Sumocharjo Mo. 17. Kel Besusu Timur, Kec. Palu

Timur, Kota Palu
Dalam hal ind bontindek untul don gtas noma Lembaga Hukum Marapan Rakyat
Sulteng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

FIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara barsama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK terebih dahulu menjetaskan :

a PlHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus vernfikasi dan akreditasi sebagal Pember
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Mentern
Hukum Nomor M.HH-5HN.04.03 Tahun 2024 terntang Lembaga/Organisas
Dantuan |ukum yang Lulus Venhikasi dan Axreditasl sabagai Pemben Dantuan
Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menter Hukum Nomor
M.HH-8 HN.04 .03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Crganisasi Bantuan Hukum yang
Terverificasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Pericde

-



Tahun 2025 5.4 2627, dengan status akreditasi {.

Oengan mamparhatkan kstentican parabran penmndang-undangan yang bedako
sabaryal ek
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UndangzUndang NHomeer 17 Takun 2003 tendand Keuangar Negara {(Lembaran
Iagara Rapublik Indonasia Tahun 2603 Momor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rapubilic indonesm Momor 4286);

Undang-Undatyg Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bamduan Hukuns {Lambaran
Hegara Rapubdlk Indonasia Tahun 2011 Womar 104, Tambahan Larpbaran hegars
Rapublik Indonests Nomor 5248),

Undang-LIndzpg Momaor 82 Tehun 2029 tenlang Anggaran Pendapatan dan
Bslanja Negare Tahun Angomeaen 2025 (Lembamn Negara Republk Indonssia
Tahun 2024 Nomor Z25);

Parghran Pemerintah Nomor 42 Tahen 2013 tentang Syaral dan Tata {era
Fembeanan Banan Hukum dan Penyaran Dana Bamuan Hukum [Lembaran
hegara Repubhk Indonesia Takim 2043 Momor 28, Tamtahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5421); _ _
Peraturan Mentan Hukun: dan Hak Asasi Marusia Rapublik Indonesia Momer 10
Talun 2015 tentang Petaturan Pelaksanaan Peraturen Pemerntsh Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembersan Banfuan Hukum dan
Peryaluran Dana Bantuan Hukum (Bedla Magara Republk Indonasia Tahun 2005
Nornar 216} sebagamans talah duobah dangan Perahyrans dentard Hukum dan Hak,
Agael Manusla Rl Homor 83 Tahun 201€ tentang Perubaban Alas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manwesia B Momey 10 Tahon 2015 tantang
Peraturan Pelakeanaan Perataran Pemenndsh Nomor 42 Tahun 2012 tapkang
Syarat dan Tate Cara Famberian Bantuan Hukum dan Pamyaluran Dana Bapluan
Hukum {Berdta Negara Republik Indonesia Tahwn 2016 Nomor 2130);

Peraturan Mentzr Kevanrgan Rapublik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Btapdar Biaya Keiuaran Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tarun 2024 Nomor 201);

Peraluran Manten Hularn dan Hak Asasi Manusiz Republii ndonasia Nomor 4
Tabun 2021 tentang Standar Layanan Banluan Hukum (Benta Negsra Republk
ndonesk Tahun 2021 Nomor 87);

Peraluran Manterl Hukum Republk Indonssia Nomor 1 Tabwn 2024 tang
Crganisasi dan Tata Karja Kemantadan Hulkom (Banta Hegar Republik, Bdonssia
Tahun 2024 Momer 832

Feraluran Mendari Hukom Republik indonezia Homoe 2 Tahun 2024 tsntang
Organissai dan Take Keda Kanhor Wilayah Kemeantarian Huakum (Barite Megara
Republk Indonesia Tahun 2024 Nomor 9129,

Keputusan Mertsd Hukom dan Hak Asast Manusia Republik Indonesia Momor
W.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 $apiang Basacan Biaya Banduan Hukum Litigasi
clan Hen Ligas);

Kepulusan Menteri Hukumn Nomor MHH-5HN.O4.03 Tabun 2024 kntang
Lembega/Organisasi Barntuan Hukum yang Lulus Veriflkasi dan Akrediiasi sebagai
Pembri Barmduan Hukum Pencde Tahum 2025 5.0, 2027;

Faputrsan Menterd Hukum Siomor M HH-8HMN 0402 Tebun 2024  tentang
Lembegasnganioas: Bamiean Hukum yang Tenverifikast dan Terakediasi Kembali
=abagai PFembeh Bantuan Hukum Pericda Tahun 2025 5.0, 2027

Pehunjuk Pelakzanzan ¥apals BPHN Momor PHNHWH D4 O3-810 Tehun 2023
lentang Peanyauran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukumy

Eraftar Isien Palaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 202% Kantor Wilayah

2



Kemeanteran Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor @ SP DIFA-
135.11.2.683116/2025 Tanggal 21 Februan 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Banfuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagal berikut -

BAB |
KETENTUAN LIMUM

Pazal 1

Dalam Paranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dmaksud dengan:

¢ F
2.

B

{1

i2)

Eadan Pembinaan Hukum Masional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.

Kantor Wilayah Kementeran Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembartuan di bidang bantuan hukum di daerah

Fanitia Pengawas Fusal yang selanjutnya disebut Panwaspus adaiah unit kena
khusus di bawah koordinasi Badan Pembingan Hukum Masional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantadan, dan evaluasl terhadap
penyelanggaraan bantuan hukum.

Fanitia Pengawas Daerah yang selanptnya dissbut Panwasda adalah unit kerja
knusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasl terhadap
panyeianggaraan bantuan hukum di daerah.

Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagal
padoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum

Fengawasan adalah proses pengamatan dar pelaksanaan bantuan hukum baik
sacara berkala maupun insidentil yang dilakukan sacams langsung maupun tidak
langsung agar sesua dengan kebjakan dan ketentuan peraturan parundang-
undangan.

Evaluasi adalah penilzian atau pengukuran dalam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum.

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekitronik yang
diselenggarakan olah Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Han adalak han kerna.

BAB Il
MAKSLUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Parjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Paesdanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk membéerikan
kepastian pembardan bantuan hukumn kepada orang miskin atau kelompok arang
mizkin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pambar Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB 1l



RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl meliputi

a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Negara, pada lahap :

Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;

2} Parsidangan di Pangadilan Tingkat 1 ;

Fersidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;

Pamidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dan/atau

Feninjauan Kembali

b. Pemberian Bantuan Hukum Mon Litigasi dalam kegiatan :

Penvuluhan Hukum;

Konzultasi Hukum;

Investigasi Kasus, baik sacara elekironk maupun nonelekironik;

Penelitian Hukum,

Mediasi,

Negecsiasi;

Pemberdayaan Masyarakat,

Pandampingan di luar pengadilan; dan/atau

9y  Drafting dokumen hukum.

c, Hak dan kewajiban, jangka wakiu, mekanisme penyelesaian persefisihan,
peranjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (force majeure)

1)

3)
4)
=)

1)
2
3
4)
3)
B)
7
E)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pazal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai benkut:
a. PIHAK KESATU

1)

2)

Hak:
a)

Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

b) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan
Hukcum ini,

Kewsajiban:;

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan;

k)  Memfasilitasi proses pencairan angoaran bantuan hukum berdasarkan

c)

nasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,;
Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan
avaluasi palaksanaan bantuan hukum,

b. PIHAK KEDUA



(1)

(2)

(3)

(4)

1) Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan

hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalul Sidbankum,

2) Kewajiban:

g) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok,
orang miskin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar layanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekeraan yang distur pada
Ferganpan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini

EY Memberikan laporan samua palaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai
dangan kebijakan dan paraturan yang ditetapkan.

) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATL paling lambat 5
{lima) har setelah pekeraan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat &
ilima) hari setelah pekerjsan selesai atau dokumen penanganan
perkara diterima (untuk kegiatan Itigasi).

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKLUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menvalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sebasar

| no | JENIS BANTUAN 2. AR
HUKUM Perkara/Megiatan 2025 —[ BRI, oot O
1 | Lmeasy Rp. 12.000.000 - |
S I | Rp. 14.700.000,-
Z | NOMLITIGAS! | Rp. 2.700.000 - 5

Dengan rincian sebagaimana terlampir

Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dar DIPA Kantor Wilayah Kementernan Hukum Provinsi Sulawesi
TengahTahun Anggaran 2025.

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayst (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor MHH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Bizya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasl.

Dalam ha anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau lidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
arang miskin secara mandin/probono.

BAB VI



(n

(2)

(1)

(@)

(1

(2)

3)

(4)

PEMGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKLIM

Fasal 6
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi,
Pemantauan dan evaluasi sebagasimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
FPanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimsksud dalam Pasal 6 hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
anggaran non litigasi ke non litigasi).
Pangalihan anggaran fidak dapst dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah tervenfikasi
dalam Sidbankum

Pasal 8

Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (1) dituangkan

lebin lanjut dalam Perjanjian Pelaksansan Bantuan Hukum Tambahan

(agdendum) sebagal bagian yang tidak terpisahkan dalam Peranjian

Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Triwulan || dan/atau Triwulan |Il Tahun Angoaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHN salaku Panita Pengawas Pusat dangan mempertimbangkan
persentase sempan anggaran bantuan hukum dan/atau hasd pemantauan dan
evaluasi panyelenggaraan bantuan hukum.

Paenganjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) paca triwulan |l

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a) Peranjlan Palaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA felah menyerap 50% atau lebih dad anggaran yang
tersedia, dengan care PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pads triwulan || tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia,

b} Apabia PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai 50% hingga
pada triwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dan sisa anggaran yang masih lersedia kepada Pemben
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pembern Bantuan Hukum yang
telah menyerap 50% dari anggaran Yyang lersedia, dengan
memperimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinera Pemben Bantuan
Hukurm (IKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi,

Parjanjian Palakzanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) pada triwulan 111

sehagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut

a! Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDOUA telah menyerap 100% atau lebih dar anggaran yang
tersadia, dengan cara PIHAK KESATU mengalinkan alokasi anggaran dan
Pember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan I tidak
mencapai 80% dari anggaran yang tersedia

b} Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai B0% hingga
pada triwulan |l sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh



(2}

(B}

(1)

(2}

(1)

{2)

(3

(4)

(5)

(B)

sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersadiaan anggaran, Indeks Kinerja Pemben Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monav, dan hasil pamantauan dan evaluasi;
Selain pengalinan anggaran sebagaimana dmaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melaskukan Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Badan Pembinaan Hukum
Masional (BPHN) selaku Panitia Pengawas Pusat danfatau kebijakan lain
pemenntah dengan tetap mempermatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Dalam hal setelsh Pedanjfian Pelaksansan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang akiif dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PiHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kembali dengan ketantuan yang diatur kemudian.

Fasal 8

Dalarn hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih
dahulu dar PIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Perjanjan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) sasbagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU

BAE VI
JANGKA WAKTU

Fasal 10
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beriaku sejak tanggal 02 Januar
2025 dan barakhir pada tanggal 09 Desember 2025
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sajak tanggal 02 Januar
2025 sempal dengan masa berlaku Peranjan Pelaksanaan Bantuan Hukum im
barakhir,
Calam hal batas waktu Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun berikutnya,
Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun beralan sesuai berlakunya Penanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.
Pembayaran enggaran bantuan hukum lifigasi hanya dilakukan untuk perkara
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya
Parjanjian Pelaksanaan Bamtuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang beranjut ke tahun 2025 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2025.

Pasal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Nenlitigasi yang
dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandin/probono tanpa



meialui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandin dalam Sidbankum.

BAB Vil
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 12

{1} PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATL berdasarkan persetujuan dan Keiua Panwasda.

(2} Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didehului dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagal dasar pembayaran atas
pembanan layanan Bantuan Hukum yang telah dileksanakan (reimbursamen).

{3} Pengajuan dan parsetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
{2) ditakukan melalui aplikasi Sidbankum.

{4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATL kepada FIHAK KEDUA
dilaksanakan melalul Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempst secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

(5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) dalam
aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHARK
KEDUA.

{8) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah uniuk permohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATU.

(7) Pelanggaran fterhadap ketentuan pada ayat (8) dapat dianggap sebagai
palanggaran.

Pasal 13
{1) Pemmohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDLUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagal realisasi
anggaran
{2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebegai objek pemantavan dan evaluasi
PiIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun berikutnys.

BAE IX
SANKSI

Fasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantavan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Parnwaspus unfuk memberkan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Momer 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedaman
Kepala BPHN Momor PHM-55 HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum.

{2} Pelanggaran pelaksanaan bantusn hukum yang bersifat pidana dibernkan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

{n

(2)
(3)

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJELURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagatan dalam
memenuhi Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, beik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliput keadaan di luar kendali
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pambearontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan teronsme,

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekeraan berdasarkan Perjanjian
Palsksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harugs memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam wakiu paling lambat 14 (empai belas)
hari setelah terjadinya Force Majsure,

Kerugian yang diderita dan blaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagal
akibat terjadinyga Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK
KESATL, demikian pula sebaliknya.

- BABXI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sapenuhnya mengikuti peraturan perendang-undangan di Indonesia.
Dalam hal teradi perselisihan antara PARA PIHAK yang tmbul dan atau
sehubungan dengan pelaksansan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarzh untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya,

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 17
Paranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oieh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) d atas kertas bermeteral cukup yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
Hai-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan digtys kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Penanjian
Palaksanaan Bantuan Hukum Tambshan (sddendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dar Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tarkait bantuan hukum maka Peranjian Pelakeanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikutl peraturan perundangundangan dan peraturan kebijakan
tersabut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA lelah bersepakal untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal ersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perianjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materal, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapst diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

FPIHAK KESATL PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DiREH‘HJH.u'HE‘[U.ﬂ. LEMERGA BANTUAN
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